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PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT JAMBI.
NOMOR: 1 TAHUN 1985.

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN

DAERAH PROPINS JAMBI Now2-
NAMA KENDERAAN i ZRMOTOR (BBN/Kb)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAMBT

sa.Bahwa dengan adanya Surat Keputusan bersama Menterl Dalam Negeri,
Menteri Keuangan dan menteri Pertahanan/Keamanan, Panglima Angka
tan Bersenjata, maka penyelesaian surab surat Kendaraan Bermotor
dilakukan dengen sistim Administrasi m-aunggal dibawah satu atep
(SAMSAT), oleh karena itu sistim pemunsuten Bea Balik nama Kenda
rasn bermotor sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Nomor.2
tahun 1974, perlu di-ubsh dan disempuriakan.

. b.Bahwa rumusan kendaraan Bermotor sebag lmana diatur dalam Pasal 1

huruf (c) Peraturan Daerah Nomor.2 Tahun 1974 dimaksud dirasa per
1u untuk diperluas pengertiannya sehingga dapat lebih memenuhi
rasa keadilan.

21.Undang-undang Nomor;5 Tahun 1974 (LN.Tshun 1974 Nomor.38) tentens
Pokok=pokcok Pemerintahan Di Daerahs

2 JUndang=-undang NOmor.61 tahun 1958 (LN. ahun 1958 Nomor.ﬂz)-bemta:
Penetapan Undang-undang Nomor.19 Drt.”. mn 1957(LN.Tahun 1957 No
mor.75) tentang Pembentukan Daerah-Dac “h Hwatentra Tingkat I Su

tera Barat, Jambi dan Riau sebagai Ur g-undang;

3,Undang-undang lNomor. 27 Prp.Tahun 197  N.Tahun 1959 Nomoz's 144)
tentang bea balik Nama Kenderagn Ber  Jor.

4 . Undeng-undang No,10 Tahun 1968 (LN.Ta. .2 1968 Nomor.54) tentang -
penyerahan Pajak-pajak Hegara BBN/Kb, '~ jak Bangsa Asing dan Pa
jak Radio kepada Daerzh, jo, Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun
1969, tentang Pelaksanscan Undang-unda:  HNomor 10 Tahun 1968,

5.5urat Keputusan Bersama Evlenfr_mankam? Par b, Menteri Keuangan dan
Merteri Dalam Negeri NoePol.Keped3/XI1, (6;Kop.1693/MK/IV/12/1976.
dan Homore311 Tahun 1976 tentang Peningkatan kerja sama antara -

Pemerintsh Daersh Tingkat I. Komando Daerah Kepolisian dan Apare::

Departemen Keuangan dalem rangka meningkatkan pelayanan Masyarak
serta meningkatkan pendapatan Daerah ;Khususnya mengenai Pajak=pa~
Kenderaan Bermotor. :

6.Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.KUPD.7/7/b1-28,tenggal =
maret 1978 yang telsh beberapa kali d: rubah dan ter-akhir den ar
surat Keputusan No.024510,tanggal 18 Juli 1984 tentang penetapar
harga Jual/Nilai Jual Kendarman Bermo' or- semester II. 1984 Juli
sampail dengan Desember 1984 dan Semesier L. 1985,Januari sampal -
dengan Juni 1985, ‘

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Traun 1983 tentang Bentuk Pe -

raturan Daerah Perubahanj

8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor.D.1 5.1.4,2/Bkm 32,16 Tahun 1 -

tentang Xeringanan Tarif Bea Balik Newa Kenderapaan Bermotor.
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MEMUTUSKA N
MENETAPKAY sPERATURAN DAERAH PROPINST DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI NOMOR.
2 TAHUN 1974 TEWTANG BEA BALIK NAMA KENDERAAN BERMOTOR -
(BB / Kb ). : i

Pagal 1

Peraturan Daerah Propinsi Jarbi Nogor. 2 Tahun 1974 tentang
Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBN./Kb.) yang disyahkan
dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Fegeri tanggal 4 Mei --
1577, dan di-undangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daersh
Tingkat I Jarbi Ho.69 Tshun 1977 Seri A dirobah sebagai be-
rikuts '
asPasal 1 huruf ¢ di-ubsgh dan harus dibaca ¢
c. Kendaraan bermotor adalsh semua kenderaan berroda dua
atau lebih yang dikgunakan untuk mengangkut orang atau barang
vang digerakkan oleh mesin yang menggunakan bahan bakarbensin
Solar campuran bensin dan bahan bakar lainnya termasuk Juga

forklif,traktor, buldozer, loader dan alat-alat berat lainnya-
b.Pasal 2 diubah dan harusg dibaca;

Pagal 2

Dengan Nama Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor dipungut Pajak
atas penyershan kendaraan bermoter dalam hak milik yang dileku-
kan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

CePasal 3 diubah dan harus dibaca; B
Tarif Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor ditetapkan sebagai -
berikut;
1e10%( sepuluh Perseratus) dari Harge/Nilai jual untuk kendes
raan bermotor Baru,yang belum pernsh membayar BBN.

2.54(1ima perseratus) dari hargs/Wilai jual untuk penyershan
Kenderaan bermotor Kepada 3adan-badan,lembaga~lembaga yens
semata-mata bergerak dibidang ke-agamaan,perawatan orang -
sakit,Rohaniah dan Jasmanish dan semata-mata dipersunskan
untuk keperluan dibidang tersebut. :

3e6( Lima perseratus)dari harga jual/milai jual untuk Kendsr=
L \ an bermotor bekas, tangan kedua, ketiga dan seterusnya,yzmg
? £ ‘ telah pernah membayar BBN.

L,2L 9% (duasetengan perseratus) dari hargs/Nilai jual untuk —
P ek ey a :
Kendarasn bermotor Hibah/Wasiat,warisan dan Sejenisnya.

5,100 (sepulvh perseratus) dari harge/jual mesin, untuk Kende
ragn bermotor yang diganti mesin.

6;5% (11ma perseratus) dari harga/nilai jual mesin bekas,t=—
ngan kedua dan seterusnya yang telah pernash membayar BBEa

d. Pasal 4 dihapuskan.

es Pasal 5 ayat (1) huruf a di-ubah dan harus dibacaj
Orang atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan bermotam
atau ahliwarisnya wajib melaporken hal tersebut kepada zpa .
rat yang bewenang, dalam waktu (satu) bulansterhitung s=
jak saat la’menerima penyerahan.

f. Pasal 6 di=-ubah dan harus dibaca;
Laporan sebagaimana dimeksud dalam pasal 5 ayat (1)huruf ze
menggunakan serana formulir yang bentuk dan formatnya Ete =
tapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang Ciem =
tukan untuk itu, dan didalamnya harus dimuat, l

ae Nama dan alamat lemgkap,baik yang menyerahkan,maupin Fé
veng menerima penyerahan Kendaraan bermotor.




be.Dasar. penyerahan berikut tanggal dan tahunnya.

' celdentitas Kendaraan bermotor seperti nomor Mesln,CVasis
Nomor Polisi untuk Kendaraan yang sudah pernsh mendapat-
kanpva dan sebagainya.

Ge Difapuif~
He Pagal 9 ayat (1) di=ubsh dan harus dibaca sebagaiberikut ;

Perbayzran BBN/KblJharus dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu)
* bulan terhitung dari tanggal pendaftaran atau penyampaian la-
poran rada Kantor Bersama.
Te BAB.VI seluruhqya di~ubzh dan harus dibacag
B AB VI,
KETENTUAN DIDANA

Pasal 15
ﬁeng n tldak mengurangi ketentuan terqeaut pada Pasal 5 ayat=
(2) dan Pasal 9 ayat (2), maka terhadap pelanggaran Ketentuan—
ketentuan Pasal & ayat (3) Pasal 5 ayat FH),Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Daerah ini di-ancam Pidana Kurungen selama=lamanya

3 (tiga) bulan atau denda séhanyak-bdnyaknya Bpe50. OOO,
(leupul;n ribu rupiah) ,-

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada *qnggal dlunﬁangkan
: dalam Lembaran Daerah.

Janbi, 7 Februari 1985,~
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dtos
PROFINST DAERAH TINGKAT I JAMBT

H T"J‘I'-XSJCI'IU"\T QOTWAM SHe
Ketug 3

dto.

(suporo)
Disahkan

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgle29 Agustus 1985 No«9734551.25-1220.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan
tonomi Daerah,

Di Undangkan, .

. o T — Baareh
Deleam lembaran Daersh Propinsi Direktur Pemblnaan Pemerintahan Daerzh,
Omersh Tingkat I Jambi.

lomore 274 Tanggal 10 «O- 1985.
Seri o A Nomor « 2 Drs. He SOEMARNO,

dto.

SEIEETARTIS WILAYAH/DAERAH.
PELAKSANA TUGAS
dto.

SCEXOTJO DJOJODINOTO.



PERATURAN DAERAH PROPTIS

T DAERAH TINGKAT T JAVBI g
- NOMOR, 1 ‘
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- TENTANG

PEROBAHAN PERTAMA PERATURAN DAFRAH PROPINST JAMBI NOMOR.2 TAHUN 197k.
TENTANG BEA BALIK HAMA KENDERAAN BERMOTOR { BBN / Kb.).

T T
CasA UMUM,

Peraturan Daersh Propinsi Jambi No.2 tahun 1974 belun menjangkau semua -
jenis Kendaraan bermotor yang ber operasi di Propinsi Daerah Tingkat I =
Jambi ;terutama kendarasn bermotor yang divergunakan untuk kepentingan

usaha perkayuan dan Industri oleh Penanaman modal Dalam Negeri maupun

Pada umumnya Kendaraan belum nembayar bea balik nama tersebut, harga jus1
nya Jauh lebih besar dari harga jual Kendaraan bermotor yang sudah mem -

bayar BBN/Kb. selama in: sehingga adalash wajar dan lebih memenuhi rasa -
keadilan apabila terhadap kendaraan besar tersebut juga dipungut bea balik

Disamping itu perubahan Peraturan Daerah Propinsi Jambi No.2 Tahun 1974
dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari surat keputusan bersama Menteri Per
tahanan dan keamanan/?anglima ABRI, Menteri feuangan dan Menteri Dalam E-
geri tentang Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daeral Tingkat I,
Komando Daerzh Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan.

o

ntuk melaksanskan Surat Keputusan Bersama tersebut telah dikeluarkan Ke-
putusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat T Jambi, Kepala Daerah Kepo
isian vI Sumatera Bagian selatan dan Perwakilan Perum Asuransi Kecelakasm
a Raharga mengenai Pembentukan Kantor Bersama untuk pengurusan Pojak -
Jak Kenderasn bermotor dengan sistinm Administragi manunggal dibawsh satu

PENJELASAN PASAL DEIT PASAL;

D
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Pasal T :A. Sems= Kenderaan bermotor berat/besar pada waktu berlakunya Pers
turan Daerah Fropinsi Jarbi No.2 tahun 1974 sbelum dikenzkan bes
balik Nams Kendaaaan.Bermotor, Kendatipun hargs jual kendarasn
Bermotor tersebut lebih besar.

Untul: dapat lebih meninggkatkan rasa Keadilan, Pemeri tah Daersih
melalul peraturan Daerah ini mengubah pengertian kenderasn Ber-—
motor, Sehingga Peraturan Daerah ini dapat menjangkau Kendarasm
bermotor yang besar yang selama ini belum terkens bes baliknarg.

Be Yang dimaksud belun pernsh menbayar bea balik nama dapam Pasal
3 adalsh semua Kendaraan, baik bary haupun lama yang belum mem
bayar bea balik Nama Kendaraan beriotor Kepada Pemerintah Pro -
pinsi Daersh Tingkat I Jambi atau Daerah lain.

Yang dimaksud kendersan bermotor bekas dalam peraturan Daersh
ini adalah setiap kenderaan bermotor yang telah pernah menbayzr
bea balik nama kendaraan bermotor,baik kepada Pemerintah Propim
81 Daerah Tingkat I Jambi atau Daerah lain.

Pemilik , Penyeway atau pemegang Kendaraan dimeksud harus dap=i
memberikan bukti pembayaran BBYN/Kb.nya, Demikianpula untuk peng
gantian mesin atau bodi Kendaraan, diterapkan sturan sebagai -
ana dimaksud dengan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2}

Untuk pemilik mesin Baru yang belum pernsh membayar bea balik -
nama dikenakan 10% dari Harga jual, Sedangkan bagi mesin vang
sudah pernah menmbayar bea balik hana, baik dipropinsi Daersh
tingkat I Jambi maupun di Daerah lain dikenakan 5% dari hargs
Jual mesin dimsksud.

C. Pasal 4 dihapuskan karena untuk nilai harga jusl kendarsan bes
motor sudsh ada tsbel khusus yang dibuat untuk setiap tahunnya.

.eduoa!eeﬂﬁBeee..benoeceon..eocoolec.'
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Pemegang Kenderaan bermotor sudah menganbil dan menerima for
mulir yang disediakan pada Kantor Bersama dalam Propinsi Ba-
ergh Tingkat I Jambi dengan melampirkan persyaratan pendaf -
taran dan mendaftarkannya pada Kentor bersama. , .
Tanggal pendaftaran dinyatakan merupakan tenggang waktu ber-
lakukya pengenaan sanksi. '

' D. Dengan melaporkan dimaksudkan apsbila sipemilik,penyewa atau

‘E. Cukup Jelas.

F. Oleh karena Sarana SKUM. sebegai alat urbuk merungut BBN/Kb.
sudah tidak mungkin lagi dipergunakan meka formulir dimaksud
padal -6 dianggap sebagai pengganti SKUM.

Ge Cukup Jelas.

He Sanksi tindak pidana dalam peraturan Daerch ini dirubah dan

di'sasuaikan dengan sanksi tindak pidana yang ditetapkan dalam
Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 Pasal 41,




